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Abstract

A woman has great potential, as well as a man, it can be seen from the various roles of
woman needed in society, including: the role of reproduction, economic, social, political
and Islamic leadership. However, in Islamic leadership, most women are only members
of the management in social organizations, because they are deemed not have brave
characteristics like men, except the social organization that all of the members are
women. this is because women's interests are not accommodated in various political
decisions. Education is the main factor that determines the activeness of women as
administrators of political parties, obstacle experienced by women in political parties,
including through a number of issues such as; education, employment, justice and
gender equality, domestic roles, patriarchal culture, religion and family relationship.
Woman, who has the competence to lead the country, could be heads of state in the
modern society context, becanse the modern govermment system is not same with
monarchy systemr in classical times, where the head of state must control all state
affairs. Whereas in the modern era, there are separate sections in shaping the
performance of leader of state.

Keywords: Women's Leadership, Islam, Gender

Abstrak
Seorang perempuan memiliki potensi yang besar, demikian pula halnya
dengan laki-laki, hal ini terlihat dari berbagai peran yang dibutuhkan
perempuan dalam masyarakat, antara lain: peran reproduksi, ekonomi,
sosial, politik dan kepemimpinan Islam. Namun dalam kepemimpinan
Islam, sebagian besar perempuan hanya menjadi pengurus dalam
organisasi kemasyarakatan, karena dianggap tidak memiliki sifat
pemberani seperti laki-laki, kecuali organisasi kemasyarakatan yang semua
anggotanya adalah perempuan. Hal ini dikarenakan kepentingan
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perempuan tidak terakomodir dalam berbagai keputusan politik.
Pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan keaktifan
perempuan sebagai pengurus partai politik, kendala yang dialami
perempuan di partai politik, diantaranya melalui sejumlah isu seperti;
pendidikan, pekerjaan, keadilan dan kesetaraan gender, peran rumah
tangga, budaya patriarki, agama dan hubungan keluarga. Perempuan yang
memiliki kompetensi memimpin negara dapat menjadi kepala negara
dalam konteks masyarakat modern, karena sistem pemerintahan modern
tidak sama dengan sistem monarki pada zaman klasik, dimana kepala
negara harus menguasai semua urusan kenegaraan. Padahal di era
modern, terdapat bagian tersendiri dalam membentuk kinerja pemimpin

negara.

Kata Kunci : Kepemimpinan Perempuan, Islam, Gender

Pendahuluan

Perkembangan  pemikiran,
bagi kaum perempuan, dari tahun
ketahun  mengalami  perkem-
bangan yang signifikan dengan
zaman sekarang. Hal ini, terlihat
semakin banyaknya kaum per-
empuan yang ikut dalam kanca
politik, maupun organisasi yang
mewakili bagi kaum perempuan,
diberbagai  jenis kegiatan  di
masyarakat. Dalam kaitan ini, te-

lah banyak wanita yang berhasil

meraih jabatan mulai dari yang

rendah, sampai posisi puncak da-
lam suatu lembaga atau negara.
Sejarah telah mencatat, beberapa
wanita yang jaya dipanggung poli-
tik, dan menduduki berbagai jab-
atan seperti menteri, wakil presi-
den hingga presiden atau perdana
menteri, dan sudah banyak per-
empuan menjadi ketua pengadilan,
baik tingkat kabupaten maupun
pada tingkat provinsi bahkan
pusat.
Kondisi tersebut,

memunculkan polemik dikalangan

umat Islam, khususnya para ula-
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ma, dan organisasi Islam terkait
dengan pandangan Islam terhadap
keberadaan wanita dalam jabatan-
jabatan strategis di sektor publik
tersebut. Berawal dari pandangan
tentang perbedaan struktur biolo-
gis, antara laki-laki dan wanita
yang berimplikasi pada peran yang
diembannya dalam masyarakat.
Dari struktur anatomi biologis,
wanita dianggap memiliki bebera-
pa kelemahan yang lebih banyak
dibandingkan dengan kaum laki-
laki normal.

Anatomi biologi laki-laki,
dianggap lebih potensial, lebih
kuat dan lebih produktif. Sehingga
sangat memungkinkan menjalan-
kan sejumlah peran utama dalam
masyarakat (sektor publik). Organ
reproduksi, dinilai membatasi ru-
ang gerak wanita, karena secara
kodrati mereka akan hamil, me-
lahirkan dan menyusui. Sedangkan
laki-laki secara kodrati tidak mem-
iliki fungsi reproduksi tersebut.
Perbedaan itulah yang men-

imbulkan pemisahan fungsi dan

peran serta tanggung jawab antara
laki-laki dengan wanita. Dalam hal
ini, laki-laki dipandang cocok ber-
peran di sektor publik sedangkan
wanita dipandang cocok berperan
di sektor domestik (kerumah
tanggaan).

Penjelasan tentang “wanita”
itu sendiri dalam bahasa Arab
mempunyai  konotasi  inferior
(lemah lembut, pelupa,
penghibur, akalnya kurang) ber-
lawanan dengan “laki-laki” yang
dalam bahasa Arab berkonotasi
superior  (cerdas, berpikir, dan
kuat).'

Pandangan tersebut didukung
oleh tekstual al-Qut’an Surat An-

Nisa (4): 34
(B e 58 Jisg)

“Kaum laki-laki itn adalah peminpin

bagi kaum wanita”’

! Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian
Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an (Cet.
I; Yogyakarta: LKiS, 1999), hm.18-19.

2 Departemen Agama R.1, A/-Hidayah
A-Qur'an dan Tafsir Per Kata Tjwvid Kode
Apngka (Jakarta: Kalim, 2011), hIm. 85.
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Secara tekstual, ayat di atas
dapat  dipahami  seakan-akan
menunjukkan bahwa yang layak
menjadi pemimpin hanyalah laki-
laki. Sebaliknya, wanita hanya lay-
ak dipimpin oleh laki-laki. Pema-
haman seperti ini, diklaim men-
cakup segala aspek kehidupan dan
peran sosial masyarakat. Dengan
pemahaman ini, maka wanita tidak
bisa menjadi pemimpin, apalagi
pemimpin pada posisi puncak da-
lam sektor publik. Wanita hanya
cocok berperan di sektor domes-
tik sebagai ibu rumah tangga.
Pemahaman tersebut juga men-
dasarkan argumentasinya pada
sabda Nabi saw: “Tidak akan
beruntung (sukses) suatu kaum yang
menyerahkan urusan mereka kepada
perempuan” (HR Bukhari dari Abu
Bakrah).

Namun masalahnya adalah,
apakah memang demikian makna

ayat 34 surat an-Nisa di atas?
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Jelasnya, apakah teks an-Nisa: 34
mengandung makna bahwa hanya
laki-laki saja yang dianggap mem-
iliki kualifikasi (keahlian) sebagai
pemimpin, baik sebagai kepala
rumah tangga, maupun dalam ke-
hidupan sosial masyarakat atau
sektor publik. Kalau memang
demikian pemahamannya, maka
apakah tidak akan melahirkan
anggapan bahwa al- Qur™an se-
bagai sumber ajaran Islam telah
melakukan diskriminasi terhadap
peran  sosial antara laki-laki
dengan perempuan? Pertanyaan
ini perlu dibahas lebih lanjut.

Berdasarkan asumsi di atas, tulisan
ini bermaksud menganalisis ten-
tang perempuan yang menduduki
jabatan kepala dalam perspektif

Islam dan gender.

Temuan Penelitian dan

Pembahasan
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a. Peran perempuan perspektif

Islam dan gender

Ada dua perbedaan ke-
hidupan sosial yang nyata bagi
laki-laki dan perempuan, ling-
kungan masyarakat sebagai tempat
pertama bagi laki-laki, dan per-
empuanlah yang akrab dengan
lingkungan rumah tangga.
Penafsiran yang diberikan kepada
biologis perempuan menyebabkan
kerugian mereka pada semua ting-
kat masyarakat, bukan keadaan
biologis mereka sendiri. Perempu-
an dimanapun, umumnya kurang
dikenal dan kurang berwenang
dalam adat. Penafsiran inilah yang
mengikat mereka untuk hanya
mengasuh anak-anak dan tetap
dalam lingkungan rumah tangga.
Islam menegaskan dalam al-

Qur’an surat al-Hujarat: 13

gHj Ut CE g

“Sesunggubnya orang yang pal-
ing mulia di antara kamu di sisi

Allab ialah orang yang paling

tagwa di antara kamu”.

Dari ayat tersebut, sangatlah
jelas bahwa sama sekali tidak ada
pemilahan antara laki-laki dan
perempuan, kaitannya dengan
amal ibadah. Yang mana, amal
ibadah disini mengandung makna
yang luas, yaitu, semua perbuatan
manusia yang berkaitan dengan
hubungannya dengan Allah Swt
dan semua perbuatan manusia
yang berkaitan dengan  hub-
ungannya dengan sesama manusia.
Hubungan dengan sesama manu-
sia inilah, yang membuka ruang
yang sangat luas siapakah yang
bisa berperan didalamnya, bukan
siapa yang kuat, bukan siapa yang
yang lemah, bukan lelaki atau per-
empuan, akan tetapi siapa yang
mau taat menjalakan perintah Al-
lah Swt dan menjauhi segala
larangan-Nya, itulah yang akan
dipilih oleh Allah Swt. Begitu juga

3 Departemen Agama R.1, A/-Hidayah

A-Qur’an dan Tafsir Per Kata Tjwid, 518.
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dengan kaitannya mencari karunia
Allah, maka, siapa yang mau be-
rusaha, maka dialah yang akan
mendapatkan hasilnya. Hal ini di
kuatkan oleh firman Allah Swt
dalam surat an-Nisa ayat 32:

ST e Ll slellly
........ bagi laki-laki ada bagian
dari apa yang mereka usakan,

dan bagi para wanita (pun) ada

bagian dari apa yang mereka

usahakan....... ”

Ayat di atas, mematahkan
kuatnya pandangan bahwa per-
empuan lebih cocok dengan
pekerjaan-pekerjaan rumah tangga
dibanding laki-laki, atau  pan-
dangan bahwa perempuan lebih
menggunakan perasaannya dari
pada rasional, sehingga perempu-
an tidak cocok dengan bidang-

bidang pekerjaan yang keras dan

4 Departemen Agama R.1, A/-Hidayah
A-Qur’an dan Tafsir Per Kata Tjwid. 84.
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rasional, termasuk bidang politik
yang dianggap  hanya  cocok
dengan laki-laki. Ini merupakan
gambaran mengenai adanya dis-
kriminasi klasik terhadap per-
empuan. Maka hal ini, sangat tidak
relevan dengan al-Qur’an surat al-
Hujarat:13, yang telah mempersi-
lahkan  bagi  siapapun  bisa
mengambil peran dan bisa berbuat
maka, kaitannya dengan pem-
impin publik tidaklah perlu ada
polemik  yang berkepanjangan
hanyalah gara-gara karena per-
empun, akan tetapi seharusnya
polemik itu muncul apabila pem-
impin publik tersebut tidak bisa
menjalankan  perannya dengan
baik dan amanah.

Sesuatu yang sifatnya kodra-
ti harus dijalankan sesuai dengan
rel yang benar dan tidak bisa
ditentang, akan tetapi, suatu peran
sosial haruslah dilihat siapa yang

mampu, sechingga permasalahan
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sosial dapat terselesaikan sesuai
harapan dan diselesaikan oleh
mereka yang mampu bukan kare-
na mereka laki-laki atau perempu-
an.

Adapun peran dan fungsi
perempuan tercakup dalam lima
peran penting antara lain:

a. Peran kodrati (peran repro-
duksi)

Secara  historis  kultural,
peran perempuan yang dikaitkan
dengan kerumah tanggaan,
didasarkan pada kodrat perempu-
an yang mengarah pada aspek bi-
ologis. Kalau merujuk pada akar
budaya dan agama, maka peran
kodrati tidak hanya terbatas pada
peran reproduktif (hamil, me-
lahirkan dan menyusui atau peran
yang tidak bernilai uang), tetapi
juga terjadi pada pembagian kerja
domestik dan publik antar suami-
isteri. Peran reproduktif dikatakan
esensi dari peran kodrati karena ia
tidak dapat digantikan oleh jenis
gender lainnya, akan tetapi dalam

proses  melahirkan  keturunan

itu, perlu dilibatkan jenis gender
laki-laki. Keterlibatan laki-laki dan
perempuan dalam melahirkan ke-
turunan itu sangat diperlukan ke-
absahannya dalam Islam melalui
perkawinan.’

b.  Peran Ekonomi (Peran

Produktif)

Peran ini disebut esensi
peran gender, karena jelas peran
ini dilakukan oleh laki-laki, namun
kalau perempuan juga
melakukannya atas kemauannya
sendiri sebagai pilihan, berarti
keduanya mempunyai peran yang
serupa. Peran ekonomi perempu-
an, pada dasarnya tidak dapat dia-
baikan, namun konttibusi mereka
kurang disadari baik oleh per-
empuan sendiri maupun oleh
masyarakat luas. Pada dasarnya,
mereka merupakan tenaga kerja
(di rumah tangganya) tetapi tidak
dibayar dengan uang. Lain halnya,
jika pekerjaan rumah tangga dil-

akukan ditempat lain, maka mere-

> Qurays Shihab, Tafsir Al-Misbabh, Ja-
karta:1996, hlm.16.
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ka diberi status sebagai pekerja
yang menerima imbalan tunai. Itu-
lah sebabnya, maka dikatakan
bahwa curahan waktu bekerja bagi
perempuan lebih lama dan lebih
panjang dibandingkan laki-laki,
karena kalau perempuan bekerja
di luar rumah, mencari nafkah,
pekerjaan rumah tangga juga men-
jadi  kewajibannya sehingga

dikatakan bahwa peran mereka

adalah peran ganda.
c.  Peran Sosial ( Peran Ke-
masyarakatan)

Kesadaran akan tingginya

potensi perempuan selama ini,

dalam  banyak  hal, tidak
teraktualisasikan diakibatkan
adanya stereotipe, bahwa

perempuan  didominasi  oleh
emosi, dan laki-laki oleh rasio. Hal
ini tertantang dengan munculnya
gambaran baru bahwa laki-laki
maupun perempuan

sesungguhnya memiliki  kedua
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unsur utama eros dan logos
(pikiran dan perasaan cinta kasih)
yang  harus  berjalan  secara
seimbang.
Seorang perempuan
mempunyai multifungsi yang sama
dengan laki-laki, punya peluang
untuk  menjadi  ilmuan  yang
sukses, menjadi  istri  yang
penyayang, dan berpeluang dalam
sosial kemasyarakatan. Tehnologi
dan profesionaliasi sangat
memungkinkan perempuan untuk
mendapatkan  keinginan  dalam
tugas rutin yang selama ini melilit-
nya. Dengan demikian, terbuka
peluang untuk lebih berpartisipasi
dalam  tugas  kemasyarakatan,
maupun politik. Agar perempuan
mendapatkan keterwakilan dalam
pengambilan  keputusan  dan
menentukan  kebijakan  publik,
maka, perlu adanya kelonggaran

posisi kaum perempuan dapat

berperan dalam pembuatan ke-
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bijakan, di setiap strata
pemerintahan, baik dari tingkat
bawah sampai pusat.

Potensi dasar yang dimiliki
oleh perempuan sebagai makhluk
religius, individu, sosial dan bu-
daya sebenarnya tidak berbeda
dengan laki-laki. Berbagai hasil
penelitian tersebut menunjukkan,
tidak adanya perbedaan yang sig-
nifikan tentang kemampuan dasar
potensial dari kedua jenis (laki-laki
dan perempuan) tersebut. Bahkan
pada beberapa penelitian, tampak
bahwa perempuan memiliki be-
berapa kelebihan khas, antara lain
perempuan lebih mampu untuk
berperan ganda, di samping
mengemban kodratnya sebagai ibu
yang mengandung, melahirkan,
menyusui dan membesarkan anak
dengan kasih sayang, perempuan
memiliki potensi dasar untuk lebih
tahan uji, rela berkorban, tahan
menderita, ulet dan sabar diband-
ing laki-laki.

Hasil penelitian juga

menunjukkan, bahwa perempuan

pada umumnya lebih tekun,

ckonomis dan hemat, schingga

mereka dapat dipercaya untuk
menduduki posisi penting terten-
tu. Akan tetapi, mengapa pet-
empuan secara realitas terpinggir-
kan, termarginalisasi, tersubordi-
nasi, terpuruk, tidak berdaya dan
bahkan tereksploitasi diberbagai
sector kehidupan, khususnya da-
lam  politik, dalam  proses
pengambilan  keputusan  dan
penentuan kebijakan publik.

Adapun yang menyebabkan
kondisi di atas dapat dianalisis se-
bagai berikut:

1. Faktor internal, vyaitu ber-
sumber dari kualitas perempu-
an itu sendiri, sekalipun kuanti-
tas perempuan besar jumlanya,
banyak perempuan yang berpo-
tensi kurang memanfaatkan
peluang dan kesempatan untuk
meningkatkan kualitas diri me-
lalui  peningkatan  wawasan
pengetahuan, kemampuan

pengendalian  diri, berkomu-

nikasi dan beraktualisasi sesuai
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dengan hati nurani, kata hati
yang suci dan luhur. Sehingga
perempuan berprestasi optimal
dalam posisi apapun baik se-
bagai  ibu, isteri, tokoh
masyarakat dan professional.

. Faktor eksternal, yaitu ber-
sumber dari luar diri perempu-
an, misalnya: dominasi laki-laki
untuk tetap menjadi leader
yang berimbas pada berbagai
produk sosial budaya yang ber-
pandangan merugikan dan tid-
ak equal bagi perempuan.
Lebih jauh lagi dari munculnya
penafsiran ajaran agama yang
bertentangan  dengan  asas
keadilan dan kesetaraan pen-
ciptaan manusia oleh sang
Khaliq. Realitas tersebut, telah
memposisikan  keterpurukan
perempuan dalam kebodohan

dan tidak keberdayaan serta ku-

rang memberi peluang pada
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perempuan secara  lebih
berkeadilan.
d.  Peran sebagai Politik
Peran, merupakan suatu
penjelasan yang merujuk pada
konotasi  ilmu  sosial  yang
mengartikan peran sebagai suatu
fungsi yang dibawa seseorang
ketika menduduki suatu
karakteristik (posisi) dalam
struktur sosial. Suatu penjelasan
yang lebih bersifat operasional,
menyebutkan ~ bahwa  peran
seorang aktor adalah suatu batasan
yang dirancang. Perempuan, da-
lam memasuki kancah politik
hendaknya betjiwa besar, serta
memiliki  pengalaman  dalam
berorganisasi, karena perempuan
selama ini masih minim dijumpai
untuk ikut berpartisipasi sekaligus
berperan dalam partai politik. Hal
ini juga menjadi kendala yang per-
lu diperhatikan dari berbagai or-

ganisasi politik yang akan mem-
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perjuangkan nasib kaum per-

empuan di masyarakat umum.

e. Peran Sebagai Pemimpin
dalam Islam

Prinsip kesetaraan laki-laki
dan wanita. Dalam kaitan ini
menurut  Nasaruddin ~ Umar,
kesetaraan alaki-laki dan wanita,
antara lain: Laki-laki dan wanita
sama-sama sebagai hamba Allah,
Laki-laki dan wanita sebagai kha-
lifah dibumi, Laki-laki dan wanita
menerima perjanjian primordial,
Adam dan Hawa terlibat secara
aktif dalam drama kosmis, Laki-
laki dan wanita berpotensi meraih
prestasi.’

Maksudnya, bahwa dalam
kapasitas manusia sebagai seorang
hamba, laki-laki dan wanita bet-
potensi dan berpeluang yang sama
untuk menjadi hamba ideal (orang
bertaqwa), sebagaimana di isyarat-
kan dalam surat al-Hujurat

(49):13. Di samping kapasitasnya

¢ Nasaruddin  Umar. Argumen
Kesetaraan — Gender — Perspektif  Al-Qur an.
Cet. I; (Jakarta; Paramadina, 1999).

sebagai hamba, manusia adalah
khalifah dibumi. Dalam hal ini,
laki-laki dan perempuan mempu-
nyai peran yang sama sebagai
khalifah, yang akan memper-
tanggungjawabkan tugas-tugas
kekhalifahannya di muka bumi,
sebagaimana halnya laki-laki dan
perempuan harus bertanggungja-
wab sebagai hamba Tuhan.

Begitu pula laki-laki dan
perempuan, sama-sama mengem-
ban amanat dan menerima petjan-
jian primordial dengan Allah (QS.
al-a’raf (7): 172). Menurut Fahru al
Razi, bahwa tak seorang pun anak
manusia yang lahir di muka bumi
ini yang tidak berikrar tentang ek-
stensi Tuhan.” Ini berarti, bahwa
dari aspek penerimaan perjanjian
primordial itu, tidak ada perbe-
daan antara laki-laki dan per-
empuan.

Semua ayat yang mengisa-

hkan drama kosmis, yaitu cerita

7 Fakhru al-Razi, al-Tafsir al-Kabir, ]ilid
XV (Bayrut: Dar al-Thya al-Tiras al-
,Arabi, 1990), hlm. 402.
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tentang keberadaan Adam dan
Hawa di surga sampai keluar
kebumi, selalu menekankan kedua
belah pihak secara aktif dengan
menggunakan damir (kata ganti
orang) untuk dua orang (buma)
yang merujuk kepada Adam dan
Hawa secara bersamaan. Penjela-
san lebih rinci dikemukakan dalam
surat al-Baqarah (2): 35, al-A’raf
(7): 20, 22, 23 serta al-Bagarah (2):
187.

Dalam  meraith  prestasi
maksimalpun, laki-laki dan per-
empuan mempunyai potensi yang
sama sesuai dengan surat. An-Nisa
(4):124
555 e el e ity 2
e ltls S et a8

8 02l Y
“Barang siapa yang mengerjakan
amal-amal shaleh, baik laki-laki
manpun perempuan sedang ia orang

\

e

yang beriman, maka mereka ity
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masuk kedalam surga dan mereka
»8

tidak dianiaya walan sedikitpun’”.
Dari ayat di atas, dapat
dikemukakan bahwa al-Qur®an
telah mengakui kemitra sejajaran
peran laki-laki dan perempuan.
Bahkan secara substansial

Rasulullah SAW menegaskan:

Jl Slas s &)
Sesunggubnya perempuan itu ada-

lab belahan (mitra) laki-lak:” (HR
At-Tirmidzi dari Aisyah).”

Karena itu, pemahaman
terthadap ayat dan hadist yang
berkaitan dengan kepemimpinan
laki-laki terhadap perempuan per-
lu diadakan reinterpretasi, terma-
suk figh. Dalam kaitan ini, Amir
Syarifuddin salah seorang pakar

ushul figh di Indonesia, menga-

takan bahwa karena figh merupa-

8 Departemen Agama R.I, /fo¢ cit, hlm.
99.

*http://alqurantikrar.com/artikel/
memahami-peran-peradaban-wanita-

sebagai-mitra-lelaki-dalam-pandangan-
islam/, 09, April 2019.
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kan hasil pemikiran ulama mujta-
hid yang menurut dasarnya dapat
mengalami peru-
bahan/reformulasi dengan cara
mengadakan reinterpretasi  ter-
hadap dalil yang menjadi sandaran
bagi pemikiran tersebut. Walau-
pun memang tidak melakukan re-
formulasi secara keseluruhannya.
Dengan  demikian, sean-
dainya potensi perempuan sela-
ma  ini  dianggap  kurang
berkembang yang menyebabkan
kekurang berdayaanya dalam ke-
hidupan masyarakat banyak
disebabkan oleh budaya masyara-
kat di lingkungannya dan bukan
disebabkan oleh ajaran agama
yang berdasarkan wahyu dan pe-
tunjuk Nabi dalam sunnahnya.
Dalil-dalil yang berkaitan dengan
kepemimpinan perempuan dalam
interaksi sosial bukanlah harga
mati, mengingat tampilnya Siti
Aisyah dalam kehidupan sosial
dan  polittk  dengan  seizin

Rasulullah begitu pula para sa-

habat Rasulullah belakangan juga
tidak menghalanginya.

Bahkan  al-Qur’an  juga
mengabadikan citra perempuan
ideal yang mempunyai kemandiri-
an politik, seperti sosok Ratu
Balqis, penguasa perempuan yang
mempunyai kekuasaan besar (su-
per power), yang dikisahkan dalam
QS. Al-Naml (27): 23:

2 2 _
o o f. o2 0% Lo A
<Dy v.@&l.u 815a) u.b-j Lﬁ\

s e W s

“Sesunggubnya — akn  menjumpai
seorang perempuan yang menmerintah
mereka, dan dia dianugerahi segala
sesuatu serta mempunyai singgasana
yang besar”.”’

Diabadikannya kisah Ratu
Balqis (penguasan kerajaan Saba
pada masa Nabi Sulaiman) ini
mengisyaratkan bahwa al-Qur™an
sumber pokok hukum Islam sejak
dini telah mengakui keberadaan
perempuan yang menduduki pun-
cak kepemimpinan di sektor pub-

lik. Dengan kata lain, ayat ini

10 Departemen Agama R, op. e,
hlm. 380.
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secara tersirat membolehkan per-
empuan menjadi pemimpin, ter-
masuk sebagai kepala negara
sekalipun. Karena itu pula ayat
dan hadis yang secara tekstual
melarang  perempuan  menjadi
pemimpin, perlu dikaji. Ayat ter-
sebut di antaranya adalah Surat
An-Nisa (4) :34 vyang artinya:
“Kaum laki-laki itu adalah pem-

impin  bagi kaum  perempu-

Ayat ini harus dipahami
secara komprehensif dan bukan
sepotong- sepotong sebab dalam
ayat ini ada kalimat lanjutannya,

yakni

5T e 1585 g
“karena mereka (laki-laki) telah
menafkabkan sebagian harta mere-
ka. Jadi ayat diatas babwa yang
dimafksud adalah  “kepemimpinan
dalam  keluarga  (rumabh  tangga),
dan itulah derajat yang diberikan

11 Ihid, hlm. 85.
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kepada laki-laki.”"”  Sebagaimana
ditegaskan dalam surat al-Bagarah
(2): 228

Sy Belle G ke 2305
z

153 Gglle Juslls ©

“...dan para perempuan mempu-
nyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang
ma’ruf, akan tetapi para  suami

mempunyai satu tingkatan kelebi-

han daripada isterinya...”"

Ayat di atas, menurut Ra-
syid Rida merupakan kaidah
umum yang berbicara tentang
kedudukan yang sama antara per-
empuan dan laki-laki dalam segala
bidang, kecuali dalam masalah
kepemimpinan  dalam  rumah
tangga.'"  Penempatan laki-laki
(suami) sebagai kepala rumah
tahgga, itu sebenarnya merupakan

respon terhadap kondisi sosial

12 1bid, hlm. 85.

13 bid, hlm. 37

4 Muhammad Rasyid Rida, Tafsir al-
Manar, Juz 11 (Bayrut: Dar al-Kutub al-
,»1Imiyyah, 1992).
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masrakat Arab menjelang dan
ketika al-Quran diturunkan. Da-
lam hal ini, peran laki-laki men-
dominasi berbagai bidang ke-
hidupan termasuk dalam sistem
keluarga. Dalam masyarakat Arab,
laki-laki bertugas membela dan
mempertahankan seluruh anggota
keluarga, bertanggung jawab me-
menuhi seluruh kebutuhan ang-
gota keluarga. Konsekuensinya,
laki-laki memonopoli kepemimpi-
nan dalam semua tingkatan.
Disamping itu ayat diatas
secara tersirat menunjukkan bah-
wa  secara kodrati, laki-laki
“cenderung ingin melindungi per-
empuan (nature).”” Dengan kata
lain, bahwa makna kata gowamuna
sangat beragam, antara lain pelin-
dung, pembimbing, maupun pen-
gayom. Tampaknya, para mufasir
dan fuqaha klasik lebih cenderung
mengartikan  gowamuna  sebagai

pemimpin  ketimbang  makna-

15 Ratna Megawangi, Membiarkan Ber-
beda Sudut Pandang Baru Tentang Relas Gen-
der (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), him.
195.

makna lainnya. Bahkan mengang-
gap “ayat ini menunjukkan bahwa
lelaki berkewajiban mengatur dan
mendidik  perempuan,  serta
menugaskannya berada di rumah
dan melarangnya keluar. Per-
empuan berkewajiban menaati
dan melaksanakan perintah laki-
laki selama itu bukan perintah
maksiat.””'

Namun, sekian  banyak
mufasir dan pemikir Islam kon-
temporer memandang bahwa ayat
34 surat an-Nisa tidak dipahami
demikian, apalagi ayat tersebut
berbicara dalam konteks ke-
hidupan rumah tangga. Menurut
Quraish Shihab, bahwa kata a/-rjja/
dalam ayat  alrjal  gawwann-
na‘alannisa, bukan berarti laki-laki
secara umum, tetapi adalah “sua-
mi” karena konsiderans perintah
tersebut seperti ditegaskan pada

lanjutan ayat adalah &arena mereka

(para suami) menafkabkan sebagian

16 M. Quraish Shihab, Wawasan Al
Quran Tafsir Mandhu'i atas Pelbagai Persoa-
lan Umat (Cet. XVI; Bandung: PT Mizan
Pustaka, 2005), him. 314.
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harta untuk isteri-isteri mereka. Jika
yang dimaksud dengan kata “laki-
laki” adalah kaum laki-laki secara
umum, tentu konsideransnya tidak
demikian. Apalagi lanjutanya di-
tulis secara tegas berbicara tentang
para isteri dan kehidupan rumah
tangga.'”.

Alasan kedua, yang dijadi-
kan dalil agama yang melarang
perempuan  menjadi pemimpin
adalah hadis Nabi saw yang diri-
wayatkan oleh Abu Bakrah, bahwa
“tidak akan beruntung suatu kanm
yang  menyerabkan  urusan  mereka
kepada perempnan.” Mayoritas ahli
figh yang melarang keterlibatan
perempuan sebagai  pemimpin,
menggunakan hadis ini sebagai
dalil. Belakangan, mereka mem-
berikan argumen penguat bahwa
perempuan adalah makhluk yang
lemah, kurang akalnya dan labil
mentalnya.

Sehingga  tertutup

17 M. Quraish Shihab, /ec.cit.
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peluang bagi perempuan untuk
menempati jabatan pimpinan pada
segala bidang yang mengurusi uru-
san orang banyak."®

Menyangkut hadis di atas,
Hibbah Rauf Izzat mengatakan
bahwa sesungguhnya hadis ini ha-
rus dipahami dan dikonfirmasikan
kepada sejarah tentang Persia dan
Kisra. Karena hadis ini disabdakan
oleh Nabi saw dalam konteks
peristiwa tertentu, yaitu orang-
orang Persia telah mengangkat
anak perempuan Kisra sebagai raja

Rasulullah

" Statemen

mereka.
saw, mengenai kehancuran yang
akan dialami kaum yang menye-

rahkan urusannya kepada per-

18 Tim Redaksi Tanwirul Afkar
Ma*had Aly PP. Salafiyah Syafi“iah
Situbondo, Figh Rakyat Pertautan dengan
Keknasaan (Cet. 1; Yogyakarta: LKIS,
2000), hlm. 73.

19 Hibbah Rauf Izzat, a/-Mar'ah wa al-
‘Amal  al-Siyasi Ruyah Islamiyyah, diter-
jemahkan oleh Baharuddin al-Fanani
dengan judul Wanita dan Politik Pandangan
Istam (Cet. I, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 1997), hlm. 108.
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empuan, yang diungkapkan dalam
hadis tersebut, sejalan dengan re-
alitas sejarah. Karena secara his-
toris, tercatat bahwa setelah Kisra
menyerahkan kekuasaan kepada
putranya, maka anaknya itu mem-
bunuh ayah dan saudara-saudara
laki- lakinya. Setelah anak itu
wafat, maka kekuasaan beralih
ketangan putri Kisra yang berna-
ma Bavaran binti Syirawiyah bin
Kisra, dimana dimasa pemerinta-
hannyalah kerajan Persia itu han-
cur.”

Dari  asbab  al-wnrndnya,
dapat diungkapkan bahwa hadis
ini khusus berkaitan dengan kasus
kerajaan Persia. Kalau pun, ingin
dipandang berlaku umum, maka
hadis ini  berkaitan  dengan
kekuasaan umum yang dipegang
oleh seorang penguasa yang
umum berlaku dalam negara-
negara kerajaan (monarki). Dalam

tradisi kerajaan yang

20 Ahmad bin Ali bin Hajar al-
wAsqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih  al-
Bukhari, Juz VIII (Cet. I; Bayrut: Dar al-
Kutub al-,,Ilmiyyah, 1989), hlm. 160.

menggunakan sistem monarki, raja
memiliki otoritas penuh
(kekuasaan absolut) dan me-
nangani semua masalah kenega-
raan, baik militer, pemerintahan
(eksekutif), legislatif maupun pen-
gadilan (yudikatif). Sehingga tidak
ada sistem pembagian kekuasaan
sebagaimana terjadi dalam sistem
pemerintahan modern dewasa ini.

Dalam kondisi sosial politik
dinegara manapun dewasa ini,
hampir tidak ada sebuah jabatan
apapun yang memiliki otoritas
penuh untuk membuat kepu-
tusan (legislatif), melaksanakannya
(eksekutif), dan selgahgus men-
gontrolnya (yudikatif). Sebagaima-
na konsep kekhalifahan yang
menempatkan khalifah  sebagai
pemimpin negara, sekaligus pem-
impin agama, yang  memiliki
otoritas  yang  sangat  besar.
Konteks hadis Abi Bakrah di
atas, menunjukkan bahwa putri
kaisar Persia diserahi segala urusan
dalam posisinya sebagai ratu, sep-

erti yang ditunjukkan oleh kata
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“wallar”’ (memberikan kekuasaan).
Inilah yang tidak disetujui Nabi
Saw. Hadis di atas berlaku
secara khusus. Sehingga jika ada
seorang perempuan memiliki ke-
mampuan  (keahlian/kecakapan)
untuk menjabat pimpinan, maka
di pos kepemimpinan manapun
dibolehkan oleh hukum Islam.”'
Dengan demikian dalalah
hadis - Abu  Bakrah  harus
digunakan kaidah: a/ %brah bi khu-
susal-sabab labi ‘wmum al-lafzi (yang
dilihat adalah kekhusan sebab,
bukan keumuman lafaz).”* Qura-
sih Shihab pun memandang hadis

ini bersifat khusus. Hadis tersebut

ditujukan kepada masyarakat Per-

sia ketika itu, bukan terhadap
semua masyarakat dan dalam

semua urusan.?

21 Tim Redaksi Tanwirul Afkar, p.cit.,
h. 76-77.

22 Ibid., hlm. 76.

23 M. Quraish Shihab, gp.cit., hlm. 314.
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Dari segi dalil, hadis Abu
Bakrah tidak cukup syarat untuk
dijadikan pelarangan keterlibatan
perempuan sebagai  pemimpin.
Karena menurut ushul figh, se-
buah nash, baru dapat dikatakan
menunjukkan larangan (pengha-
raman) jika memuat setidaknya
hal-hal berikut:

1. Secara  redaksional, nash
dengan tegas menga-
takanharam.

2. Nash dengan tegas
melarangnya dalam bentuk
nahi

3. Nash diiringi oleh ancaman

4. Menggunakan redaksi lain
yang menurut gramatika ba-
hasa  Arab  menunjukkan
tuntutan harusdilaksanakan.”

Dengan demikian, hadis di
atas tidak melarang secara tegas

perempuan menjabat tugas

2 Wahbah al-Zuhaili, Us#/ al-Figh al-
Istami, Juz 1 (Bayrut: Dar al-Fikr, 1989),
hlm. 46.

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M TAIN Jember | 39



Hikmatul Hasanah, Suprianik

kepemimpinan. Tegasnya, bahwa
kehancuran kerajaan Persia saat
dipimpin oleh putri Kaisar bukan
karena dia seorang perempuan,
namun lebih disebabkan oleh ke-
cakapan atau keahliannya sebagai
kepala negara. Sebab keahlian da-
lam kepemimpinan tidak semata-
mata berkaitan dengan kodratnya,
sebagai laki-laki atau perempuan.
Tetapi lebih dipengaruhi oleh
lingkungan  dan  kesempatan
seseorang dalam mengakses in-
formasi ilmu pengetahuan. Ting-
kat keahlian dalam memimpin
justru lebih logis dilihat dari sudut
sosiologis, bahkan secara tekstual
ada hadis yang mengkaitkan kega-
galan suatu urusan yang di-
percayakan kepada orang yang
tidak ahli (profesional). Dalam hal
ini Nabi saw bersabda yang
artinya: “Apabila suatu urusan dis-
erahkan kepada orang yang bukan
ahlinya, maka waspadalah ter-
hadap datangnya kehancuran.”

*(HR Bukhari dari Abu Hurairah).

% Al-Bukhati, Sabib al-Bukhari, Juz 1

Kata kehancuran (a/-sa'ab)
dalam hadis di atas, berarti ke-
binasaan atau kehancuran, baik
kehancuran kehidupan dunia pada
hari kiamat maupun kehancuran
di dunia ini akan dialami oleh
kaum atau bangsa yang menye-
rahkan urusan umum (apalagi uru-
san kenegaraan) kepada orang
yang tidak ahli.

Dengan  demikian, hadis
Abu  Bakrah berkaitan dengan
ketidakcakapan putri Kaisar se-
bagai ratu (kepala negara) Persia
dalam memimpin negaranya. Hal
ini terjadi karena secara kultural di
negara Persia, yang dididik untuk
menggantikan raja adalah laki-laki
sedangkan anak perempuan tidak
diberi kesempatan mendapatkan
pendidikan yang memadai. Jadi,
bukan karena kodratnya sebagai
perempuan yang menjadi pemicu
negara Persia hancur di masa
pemerintahannya. Kalau saja sang
putri Kaisar mempunyai keahlian

dalam memimpin negara Persia,

(Semarang: Toha Putra, [t.th.]), hlm. 21.
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maka kehancuran itu belum tentu
terjadi.

Dalam konteks kepemimpi-
nan putri kaisar Persia itulah, pen-
dapat Yusuf Qardawi sangat tepat.
Menurut pendapat Yusuf
Qardawi, bahwa perempuan dil-
arang menjadi kepala negara ka-
rena potensi perempuan  bi-
asanya  tidak  tahan  untuk
menghadapi situasi konfrontansi
yang mengandung resiko berat.”
Karena model kepemimpinan
kepala negara zaman klasitk me-
mang mengurus semua hal terma-
suk dalam masalah pertahanan
negara sedangkan dalam sistem
pemerintahan sekarang telah ter-
jadi pembagian kekuasaan. Kepala
negara tidak harus terjun langsung

dalam masalah-masalah yang me-

% Yusuf Qardawi, Malamih  al-
Mujtama’  al-Muslim  Allazi  Nansyudubu,
diterjemahkan oleh Setiawan Budi Uto-
mo dengan judul _Anatomi Masyarakat
Muslim (Cet. 1I; Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2000), hlm. 299.
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mang telah menjadi kewenangan
bawahannya.

Berdasar pada asumsi keahl-
ian dalam memimpin suatu urusan
itu, maka perempuan boleh men-
jadi pemimpin. Bukan saja dalam
tingkatan yang rendah, tetapi
boleh menduduki jabatan publik
di posisi puncak. Bukan saja se-
bagai hakim seperti pendapat Abu
Hanifah, tetapi bisa menjadi
kepala negara sekalipun. Tegasnya,
bahwa perempuan boleh menjadi
kepala negara, asalkan dia profe-
sional atau cakap dalam mem-

impin negara.

Simpulan

Dari pembahasan di atas,
dapat disimpulkan, bahwa: Peran
perempuan dapat dilihat dari
berbagai aspek, baik itu dalam re-
produksi, ekonomi, sosial, politik
dan kepemimpinan Islam. Selama

ini perempuan cenderung ditem-
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patkan hanya sebagai anggota da-
lam hal kepengurusan, hal ini
diungkapkan oleh berbagai in-
forman bahwa perempuan yang
aktif di organisasi kemasyarakatan
serta tidak memiliki ciri-ciri pem-
berani seperti halnya dengan laki-
laki. Hanya beberapa organisasi
kemasyarakatan yang memang
anggotanya  harus  perempuan
semua maka, pemimpin dari
bawah  sampai  pusat  yang
mengharuskan perempuan, misal-
nya organisasi dibawah naungan
Nahdlatul Ulama’ yaitu: Muslimat,
Fatayat, dan organisasi dibawah
naungan Muhammadiyah yaitu:
Aisyiah. Kondisi diatas yang me-
nyebabkan program kerja yang
diusulkan perempuan tidak begitu
banyak untuk diterima dan im-
plementasikan ke dunia politik
yang ada.

Pertama:  keterlibatan  per-
empuan dalam partai politik ada-
lah: pengaruh faktor pendidikan
sangat besar dan sangat menen-

tukan keaktifan kaum perempuan

dalam  keterlibatannya  sebagai
pengurus partai politik, karena
semua tugas-tugas yang diem-
bankan kepada perempuan dapat
dilaksanakan berkat adanya pen-
didikan yang dimiliki oleh per-
empuan tersebut. Ini berarti bah-
wa ada relevansi antara tugas
dengan pendidikan.

Kedna: kendala yang di alami
perempuan dalam partai politik
yaitu melalui beberapa persoalan
antara lain pendidikan, pekerjaan,
keadilan dan kesetaraan gender,
peran domestik, budaya patriarkhi,
agama dan hubungan kekeluar-
gaan. Semua yang tercatat ini ada-
lah masalah yang sering dihadapi
perempuan dalam aspek  ke-
hidupan di masyarakat. Sehingga
terkesan bahwa selama ini banyak
perempuan yang tidak mau terli-
bat dengan persoalan partai, dan
kemudian kendala lain yang sering
terjadi di beberapa partai yaitu
terjadinya diskriminasi terhadap

perempuan bahkan ketidakadilan
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yang dialami oleh perempuan da-
lam partai politik.

Ketiga:  perempuan  yang
memiliki keahlian atau kompetensi
memimpin negara, boleh menjadi
kepala negara dalam konteks
masyarakat modern karena sistem
pemerintahan modern tidak sama
dengan sistem monarki yang ber-
laku di masa klasik dimana kepala
negara  harus  mengendalikan
semua urusan kenegaraan. Se-
dangkan dimasa modern ada bagi-

an-bagian tersendiri dalam mem-

bentuk kinerja pemimpin Negara.
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